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SALIN AN 

PERATURAN MENTER! SADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUSLIK INDONES!A 

NOMOR PER-5/MBU/09/2022 
TENTANG 

PENERAPAN MANAJEMEN R[SIKO PADA SADAN USAHA MlLIK NEGARA 

DENGAN RAHMA'I'TUI-!.AN YANG MAB'.A ESA 

MENTER! SADAN USAHA MJL!K !\'EGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang · a. bahwa Sadan Usaha Milik Negara merupakan entitas 
yang memiliki akuntabilitas publik serta dape.t memiliki 
darnpak sistemik terhadap perekonornian Indonesia, 
sch.ingga diperlukan pengelolaan manajemen rlsiko 
secara kornprC:hensif; 

b. bahwa Badan Usaha Milik Nega,;-a memilikl kompleksitas 
dan ukuran yang beragam dengan pengelolaan 
--m.anajemcn risiko yang belum standar, sehingga 
dibutuhkan penatakelolaan manajemen risiko 
ierintcgrasi secara konsolidasi di Kementerian Badan 
Usaha MilL1< Negara; 

c. bahwa untuk rnem berikan arah landasan clan kcpastian 
hukum dalarn penatakclolaan manajemen risiko 
dibutuhkan suaru peraturan yang mengauar mengenai 
sistem yang memiliki karakteristik yang berorientasi 
stra tegis, bcrwawasan ke depan, bcrsifat pencegahan, 
pengendalian risiko yang terintegrasi dengan proses 
bisnis dan budaya risiko, serta mc-nggunakan tekn.ologi 
dan merodologl pelaporan yang efisien dan efektif; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam buruf a. huruf b, den hu.uf c, perlu 
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menerapkan Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik 
Negara tentang Penerapan Manajemen Risiko pada 
Sadan Usaha Milik Negara; 

l. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
[ndoncsia Tah\.ln 1945> 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan 
Usaha Mili'< Negara (Lemba,an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tencang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4786); 

4. Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Leruberan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraruran Perncrintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 
Pelimpahan Kedudukan, Tugas clan Kewenangan Menteri 
Keuangan pada Perusahaan Perseroan [Pereero], 
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan .Jawaran 
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2003 Nomcr 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4305); 

6. PeratUran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pcngurusan, Pengawaaan dan Pembubaren 
Sadan Usaha Milik Negara {Lembaran Negara Re;,ublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor l17, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4556), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2022 tentang Pcrubahan auis Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 rentang Pendirian, 
Pengurusan, Pcngawasan dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 133, Tarnbahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6800); 

7. Peraruran Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Kemenrerian Badan Usaha Milik Negara {Lembaran 
Negara Repulik Indonesia 1'ahun 20 I 9 Nomor 235); 

8. Peraturan Mentcri Sadan Osaha Milik Negara Nomor 
PER-Ol/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik {Good Corporate Govemancef pad a 
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Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah 
dcngan Peratu.ran Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan aras 
Peraruran Badan Usaha Milik Negara Nomor PER· 
Ol /!l,fBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusehaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) pada 
Bad.an Usaha Millie Negara; 

9. Peraturan Menteri Badan Usaha. Milik Negara Nomor 
PER-04/MBU/03/2021 tcntang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemencerian Badan Usaha Milik Negara (Berica 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATlJRAN MENTER! B!\DAN USAHA M!LIK NEGARA 
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN R!SJKO PADA SADAN 
US.o\HA MILIK NEGARA. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraruran Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkar 
BUMN adalah badan usaha yang seturuh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 

2. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan I a tau diberi 
kuasa untuk mewa.kili pernerintah selaku pemegang 
saham negara pada Persero dan pemilik modal pada 
Perum dengan rnemperhatikan peraturan perundang­ 
undangan. 

3. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak 
Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang seba.g,an 
besar sahamnya lebih dart 50% dimiliki oleh BUMN atau 
Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BU'.1.1:N. 

4. BUMN lnduk aclalah BUMN yang memiliki Anak 
Perusahaan, 

5. Dewan Komisaris yang selanjutnya disebut Dekom 
adalah organ Persero atau Persero Terbuka yang bertugas 
metakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
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Direksi dalam mcnjalankan kegiatan pengurusan Persero 
atau Persero Terbuka, 

6. Dewan Pengawas yang selanjumya disebut Dewas adalah 
organ Pcrum yang bertugas melakuksn pengawasan dan 
memberikan nasihaL kepada Direksi dalam mcnjalankan 
kegiatan pengurusan Perum. 

7. Dircksi adalah organ BVMN yang bertanggung jawab atas 
kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan rujuan 
BUMN serta mewakili BUMI'/ baik di dalam maupun di 
luar pcngadilan. 

8. Deputi adalah peiabar Pimpinan Tinggi Madya di 
lingkungan Kemerne rian BUMN yang menyelcnggarakan 
urusan di bidang keuangan dan rnanajemen risiko, 

9. Manajemen Risiko adalah serangkai.an prosedur dan 
metodologi terstruktur yang digunakan unruk 
mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan 
mernantau risiko yang dmbul dari seluruh kegiatan 
usaha BVMN, dan mencakup Sistem Pengendalian 
Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi, 

I 0. Pedoman Manajemen Risiko adalah ketenruan yang 
mernuat Pedoman Mansjemen Risiko, Pengendalian 
Intern dan Tata Kelola Tcrintegrasi BVMN yang 
Berkesinarnbungan, 

11. Audit Intern adalah kegiatan pemberian kcyakinan 
(asS'Urance) dan konsultansi {consu/iing) yang bersifar 
independen dan obyektif, dengan tujuan unruk 
memberikan nilai tambah dan rnemperbaiki operasional 
perusahaan, melalui pendekatan yang sisternatis dan 
teratur, dengan cars mengevaluasi dan meningkatka.n 
efcktivitas pengendalian intern, Manajcmen Risiko, dan 
proses tata ke1ola perusahaan. 

12. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya diseout Persero 
adalah BUMN yang berbentuk perseroan rerbatas yang 
modalnya tcrbagi dalam saham yang seluruh atau paling 
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 
oleb Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 
mengejar keuntungan. 

13. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebur 
Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah 
pemegs..ng sahamnya mcmenuhi kriteria tertenru, atau 
Persero yang melakukan penawaran umum sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 
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14. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum 
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki ncgara dan 
tidak tcrbagi alas saham, yang bertujuan untuk 
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa dan sekaligus mengejar keunrungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan perusahaan. 

15. Portofolio BUMN adalah pengelompokan BUMN yang 
bcrada di bawah pembinaan Menteri. 

16. Rapa, Umum Pemegang Saham yang sela.njutoya 
disingka 1. RUPS adalah organ Persero / Persero Terbuka 
yang mernpunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 
Direksi atau Dekom dalam batas yang ditenrukan dalam 
undang-undang dan atau Anggaran Dasar. 

17. Risiko adalah suatu keadaan, pcristiwa atau kcjadlan 
kctidakpastian di masa depan yang berdampak pada 
tujuan strategis perusahaan, 

18. Risiko Agregasi adalah Risiko BUMN .,r,.ng tcrkonversi 
dalarn taksonomi Risiko Kementerian BUI\·IN yang 
merupakan cerminan Risiko Portofolio BUMN. 

19. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada Anak Perusa.haan 
yang terkonverss dalam taksonomi dan peristiwa Risiko 
BUMN Jnduk. 

20. Satuan Pengawa.san Intern yang -sclanjutnya disingkat 
Sl'I adalah Unit kcrja dalam organisasi BUMN yang 
menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh Kepala 
SPI. 

21. Sistern Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme 
pengawasan yang ditetapkan olch Direksi BUMN secara 
berkcsinambungan. 

22. Taksonomi Risiko adalab suaru struktur yang 
menjelaskan klasifikasi dan subklasilikasi Risiko dan alat 
ukur Risiko yang timbul dari BUMN, BUMN Jnduk dan 
Portofolio BUMN. 

23. tnrensites Ris[ko adalah rnatriks penilaian yang 
rnengukur dampak Risiko BUMN dan Anal< Perueahean 
terhadap Risiko BUMN Konglomcrasi dan Portofolio 
BID,,JN berdasarkan aspek ukuran dan aspek 
kompleksitas. 

24. Tata Ketola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang 
menerapkan prinsip kcterbukaan, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, independensi, profcsional dan 
kewajaran secara terintegrasi dejam BUMN konglomerasi. 
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Pasa.J 2 
(!) BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara 

efektif. 

(2) Penerapan Manajernen Risiko sebagaimana climaksud 
pada ayat (I) paling seclikit meliputi: 

a. pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh 
Dekorn atau Dewaa: 

b. kecukupan kebijakan dan standar prosedur 
Manajernen Risiko dan penetapan lirrut Risiko; 

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, 
pengendalian, pelaporan dan monitoring Risiko, serta 
sistem infonnasi Me..najemcn Risiko; dan 

d. sistem Pengendalian Intern yang menyc!uruh. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi dan 
meneiptakan nilai hagj BUMN. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Mcnteri ini meLiputi: 
a. kebijakan Manajernen Risiko; 

b. perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi 
Manajemen Risiko; dan 

c. pelaporan Manajemen Risiko. 

BAB IT 

KEBlJAKAN MAi'lAJEMEN RISI!<O 

Pasal 5 
{l) Dalam penerapan Manajemen Risiko, Menteri berwenang 

melalrukan: 

a. perumusan dan penerapan kebijakan strategi Risiko 
BUMN yang dituangkan dejam: 

1. dokumen aspirasi pernegang saham pada proses 
percncanaan strategis; dan 

2. Pedoman Manajernen Risiko. 
b. penetapan prioritas Risiko BUMN berdasarkan ukurao 

Intensitas Rieiko masing-masing BUMN; 
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c. pcrumusan dan penetapan kebijakan organ pengelola 
Risiko dan PengendeJian Intern pada BUMN 
berdasarkan Intensitas Risiko masing-masing BU:\fN; 

d. perumusan dan penetapan mekanisrne identifikaei, 
pengukuran, pengendalian, pencatacan, pelaporan can 
pernantauan Risiko: 

e. penetapan Taksonomi Risiko BUMK clan penetapan 
indikator Risika utama (Key Risk Indicator) untuk 
mengukur Risiko; 

f. perumusan dan penetapan kebijakan rrutigasi Risiko: 
g. evaluasi berkala atas tingkat kemarangan Risiko 

BUMN; dan 

h, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan 
Manajemen Rlsiko BUMN. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordlnasikan oleb Dcputi. 

Pasal 6 

Oalam rangka penerapan Manajemen Risiko, BUM N 
dikelompokk.an berdasarkan: 

a. katcgori BUMN; dan 
b. klasifikasi Risiko BUMN berdasarkan Intensitae Risiko 

masing-masing BUMN. 

Pasal 7 
( t) Kategori BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pase] 6 

huruf a tcrdiri dari: 
a. BUMN Konglomerasi; clan 
b. BUMN tndividu. 

(2) BUMN Konglomerasi scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a rnerupakan BUMN yang merniliki karakterisrik 
sebagai berikut: 

a. jumlah peadapatan dari Anak Pcrusahaan 
terkonsolidasi Jebib besar atau sama dengan 20% dari 
pendapatan BUMN Kcnglomerasi; 

b. mcmiliki investasi pada Anak Pcrusabaan dengan 
total i-nvestasi lebih besar atau sama dengan 5% dari 
modal BUMN Konglomerasi: 

c. memiliki Anak Perusahaan dengan saham seri A; 
dan/acau 
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d. dikategorikan scbagai BUMN Konglomerasi oleh 
Menteri, otoritas danj'arau regulator terkait, 

(3) BUMN lndividu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan BUMN yang udak memenuhi 
karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 8 
(1) BUMN Konglomerasi dan BUMN individu scbagaimana 

dima.ksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menerapkan 
model tata kelola Risiko tiga lini (three lines model} dalam 
melaksanakan Manajernen Risiko. 

(2i Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata 
kelola Risiko tiga lini (three li,,es modeij sebaga.imana 
dimaksud pada ayat {l) sebagai berikut 

a. Lini pertama sebagai uni; pernilik Risiko merupakan 
unit bisnis yang la.n.gsung rnengideruifikasi clan 
mengelola Risiko dalam proses bisnis; 

b. lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan 
kcpatuhan independcn merupal<an unit yang 
mengukur, memantau dan mengendallkan Risiko 
secara agregat, mcngcmbangkan mctodolog, dan 
kebija.kan Manajcmen Risiko perusahaan; 

c. Jini kt::Uga sebagai fungsi frtdependenl assurance 
merupakan unit yang memastikan tata kelola dan 
pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh 
perusahaan. 

(3) Sclain menerapkAn model tata ke!o!a Risiko tiga Uni 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), BUMN 
Kcnglomerasi wajib menerapkan To.ta Kelola Terintegrasi 
dalam melaksanakan Manajemen Risiko. 

14) Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat. {3) dilaksanakan oleh Dekom atau Dewas dan 
Direksi BUMN Konglomerasi. 

Pasal 9 
Anak Pcrusahaan yang merupakan Perscroan 'I'erbatas yang 
dikcndalikan oleh BUMN mencakup: 
a. perusahaan partieipasi yang merupakan perusahaan 

yang dimiliki sebesar 50% atau kurang namun merniliki 
pengenda.lian terhadap perusahaan; 

b. perusahaan yang dimilikl sebesar 50% atau kurang 
yang memenuhi persyaratan, yaitu: 
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l. kepemilikan BUMN dan para pihak lainnya besar, 
den 

2. para pemilik melakukan pengcndalian secara 
bersama yang didasarkan pada perjanjian dan 
dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau 
komitmen secara rertulis dari para pemilik untuk 
mcmberikan dukunga.n baik finanstal maupun non 
Iinansial sesuai kepernilikannya; atau 

c. entitas lain yang berdasarkan sta .• ndar akuntansi 
keua.ngan bertaku we.jib dikcnsolldasikan. 

Pesa! 10 
(!) Menceri mcnetapkan klasifikasi Risiko BUMN 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf b 
berdasarkan tingkat lntcnsitas Risiko, dengan 
rnempertimbangkan uk'uran dan kompleksitas BUMN. 

(2) Di.rcksi BUMN menetapkan klasifikasi Risiko Anak 
Perusahaan berdasarkan 'tingkat lnrensitas Risiko, 
dengan mempertimbangkan ukuran dan komplcksit:as. 

(3) Ukuran BUMN dan Anak Perusahaan diklasifikasikan 
menjadi besar dan tidak besar berdasarkan total modal, 
atau total asct jika total modal negatif. 

(4) Kornpleksitas BUMN dan Anak 
diklasifikasikan menjadi tinggi ci.an 
berdasarkan parameter: 

a. peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan 
umum (puolic service obligation.); 

b. hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian 
teknis; 

c. pangsa pasar dan potensi substitusi dari sekecr 
swasta dalam jangka pendck dan mcnengah; 

d. kornpleksitas sirukrur korporasi; 
e. interkoneksi dcngan BUMN danj atau Anak 

Perusahaan lain; atau 
f. kriteria lain yang dapat dituangkan dalam Keputusan 

Menteri. 

(5) Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat (2), 
dituangkan ci.aJam benruk kuadran. 

(6) Kuadran Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat [5) terdiri dan: 

a. Sistemik A untuk BUMN dan Anak Perusahaan yang 
merniliki ukuran besar dan kompleksitas dnggi: 

Perusahaan 
tidak tinggi 
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b. Sistemik B untuk BUJvlN dan Anak Perusahaan yang 
memili.ki ukuran tidak besar dan kompleksitas cinggi; 

c. Signifikan untuk BUMN dan Anak Pcrusahaa.n yang 
merniliki ukuran besar dan kompleksitas tidak tinggi; 
dan 

d. Netral unruk BUMN dan Anak Pcrusahaan yang 
mcmilikl ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak 
tinggi, 

Pasal 11 
(!) Kategori BUMN sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 

ayat (l) dan klasifikasi Risiko BUMN clan Anak 
Perusahaan berdasarkan Intcnsitas Risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal JO ayat (6) mcnenrukan 
persyaratan organ dan pelaporan Rlsiko minimum yang 
harus diterapkan oleh BUMN dan Anak Perusahaan. 

(2) BUMN dan Anak Perusahaan dengan klasifikasi Risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a 
memiliki persyaratan organ pengelola Risiko dan 
pelaporan Risiko yang paling tir.ggi. 

(3) BUMN dan Anak Perusahaan dengan klaslfikasi Risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal JO ayat (6) huruf b. 
huruf c dan huruf d dapat menerapkan persyaratan 
organ pengelola Risiko dan pclaporan Risiko yang Jcbih 
tinggi dengan persetuiuan Menteri. 

Pasal 12 
Organ pengelola Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko 
terdiri da.ri: 
a. Dekom atau Dewas; 

b. Dtreksi: 

c. Komite Audit; 

d. Komite Pemantau Risiko; 

e. Komite Tata Kelola Terintegrasi; 
f. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko; 

g. Dirckrur yang membidangj pengelolaan keuangan; dan 
h. SP!. 

Pasal 13 
(1) BUMN dengan kategori konglomerasi dan BUMN dengan 

kategori I ndividu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
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ayat {l) dan BUMK dan Anak Perusahaan dengan 
klasifikasi Risiko sebagaimana dlmaksud dalam Pasal JO 
ayat (61 memiliki organ pengelola Risiko eebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 

(2) Kewajiban memiliki organ pengelola Risiko sebagairnana 
dimaksud peda ayat (1) dilalrukan dengan kerentuan: 

a BUMN dengan klasifikasi Sisternik A dan berkategori 
BUMN Konglomerasi wajib memiliki seluruh organ 
pengelola Risiko; 

b. BUMN dcngan klasifikasi Sisternik A dan berkategori 
BUMN lndividu dan BUMN dengan klasifikasi Sistemik 
B dan berkategori BUMN Konglcmerasi dan BlJMN 
Individu, memiliki Komitc Tata Ketola Terintegrasi 
yang dirangkap oteh Komite Pemantau Risiko; 

c. BUMN dengan klasifikasi Signi.fikan dan berkategori 
BUMN Konglomcrasi memiliki: 

1. Komite Tata Ketola Terintcgrasi yang dirangkap 
oleh Komite Pemantau Risiko; dan 

2. Direkturyang membidangi pengelolaan Risiko yang 
dirangkap oleh Direktur yang memhidar>-€i 
pengelolaan keuangan. 

d. BUMN dengan klasifikasi Netral dan berkacegori 
BI.JMN Konglomerasi mcmiliki: 

1. Ko.mite Tata Kclo!a Terintegrasi dan Komite 
Pemantau Risiko }'ang dirangkap olch Komite Audit; 
dan 

2. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko yang 
dirangkap oleh Direktur yang membidangi 
pcngclotaan keuangan. 

e. BUMN dengan klasilikaei Signifikan dan berkategori 
BUMI'/ Individu: 

1. tidak memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan 

2. memiliki Direktur yang membidangi pengelolaan 
Risiko yang dirangkap oleh Direktur yang 
membidangi pengelolaan keuacgan. 

f. BUMN dengan klasiflkas! Nctral dan berkategori 
BUMN Individu: 

1. tidak memiliki Komite Tata Ketola Terintegrasi; 

2. memiliki Komite Pemantau Risiko yang dirangkap 
oleh Komite Audit; dan 
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3. mcmiliki Direktur yang membidangi pengelolaan 
Risiko yang dirangkap oleh Direkrur yang 
mernbidangi pengelolaan keuangan. 

g. BUM N dengan katcgori BUMN lndividu yang tidak 
memiliki Anak Perusahaan, tidak mcmiliki Komite 
Tata Ketola Tcrintcgrasi. 

Pasal 14 
( 1) Dekom atau Dewas sebagai organ penge!ola Risiko 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memiliki 
fungsl: 

a. Manajemen Risiko; 

b. Audit Intern; dan 

c. Tata Ketola Terintegrasi. 
(2) Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a, Dekom 
atau Dewas memiliki wewenang, rugas dan tanggung 
jawab: 

a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan 
Manajcmcn Risiko; 

b. melakukan cvaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 
pclaksanaan kebijakan Manajemen Risiko 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c, mclakukan evaluasi dan memuruskan permohonan 
Direksi yang berkaitan dengan trensass, yang 
memerlukan perserujuan Dekom atau Dewas; dan 

d. melaksanakan pengawasan rerhadap pelaksanaan 
fungsi Manajernen Risiko lainnya scsuai dengan 
ketentuan peraruran perundeng-undangan, anggaran 
dasar dan/ atau kepurusan RUPS/Pemilik Modal. 

(3) Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( II huruf b, Dekom atau Dewas 
memiliki wewenaog, tugas dan tanggungjawab: 
a. memastikan bahwa Dircksi BUMN dan Anak 

Perusabaan memiliki SP! yang menjalankan fungsi 
Audit Intern; 

b, memberikan persctujuan atas pengangkatan dan 
pemberhentian Kepala SP! yang diusulkan oleh 
Direksi; 

c. mernastikan SPl memiliki akses terhadap informasi 
dan/ atau data mengcnai BUIMN yang perlu untuk 
metaksanakan tugasnya; 
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d. memberikan Persctujuan ates Piagam Audit Intern 
(Internal Audit Charter) yang diusulkan oleh Direksi 
dan Kepala SPI; 

e. mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistern Pengendalian 
Intern berdasarkan ioformasi yang diperoleh dari SP! 
paling sedikit sekali dalam l (satu) tahun; 

f. menunjuk pengendali mutu independen d.ari pihak 
ekstem unruk melakukan kaji ulang terhadap kinerja 
SP! (Quality Assurance Reuiew) paling sedikit sekali 
dalam 3 (tiga) tahun; dan 

g. metaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
fungsi Audit Intern Iainnya sesuai dengan ketenruen 
peraruran pcrundang-undangan, anggaran casar 
dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal 

(4) Delam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) huruf c, Dekom 
atau Dewas memitiki wewenang, rugas dan tanggung 
jawab: 

a, mengawasi pencrapan Tata Kelola Terintegrasi pada 
Anak Perusahaan agar selaras dengan kcbijakan 
Manajemen Risiko BUMN Induk; 

b. mengawasi pelaksanaan rugas darr tanggung jawa b 
Direksi BUMN lnduk, serta memberikan arahan atau 
nasihat kepada Direksi BUMN lnduk atas 
pclaksanaan kebijakan Tata Kclola Terintegrasi; 

c. mengevaluasi kebijakan Tata Kelola 'Tecintegrasi dan 
rnengarahkan untuk penyempurnaan: 

d. mengawasi penerapan Audit Intern pada Anak 
Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Audit 
Intern BUMN Induk; dan 

e. melaksanakan pengawasan terhadap peiaksanaan 
fungsi Tata Kclola Terintegrasi lainnya scsuai dengan 
ketenruan peraruran perundang-undangan. anggaran 
dasar dan/atau kepurusan RUPSfPc!T'Jlik Modal. 

Pasal 15 
(1) Direksi sebagal organ pengelola Risiko sebegaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memiliki fungsi: 

a. Ma.najernen Risiko; 

b. Audit Intern; dan 

c. Tata Ketola Terintegrasi. 
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(2) Dalam pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud 

fungsi Ma.najemen 
pada ayat {!) hu.-uf a, 

Risiko 
Direksi 

rnemilik:i wewenang, tugas dan tanggung jawab: 
a. mcnyusun dan mengusulkan kebijakan dan strategi 

Manajemen Risiko secara komprenensu; 
b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko; 

c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pads. 
scluruh jenjang organisasi; 

d. me!aksanakan pcningkatan kornpecensi sumber daya 
manusia yang terkait dengan Manajernen Risiko; 

e. memasukan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah 
beroperasi sccara lndependc:n; 

f. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk 
memastikan: 

1. keakuratan metodologi penilaian Risiko, 

2. kecukupan irnplementasi sistem informasi 
Manajemen Risiko; 

3. ketepatan kebijakan clan prosedur Manajemen 
Risiko serta penetapan limit Risiko dan arnbang 
batas (lhreshold); dan 

g. melaksanakan fungsi Manajcmen Risiko lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, anggaran dasar dan/ atau keocrusen 
RUPS/Pemilik Modal. 

(3) Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat { 1) huruf b, Direkrur Utama memiliki 
wewenang, rugas dan tanggung jawab: 

a. mengembangkan kerangka Audit Intern untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 
mcngcndalikan semua Risiko yang ciihadapi; 

b. rnemastikan SP[ memperoleh informasi terkait 
pcrkembangan yang terjad], 'inisiatif proyek, produk, 
dan perubahan operasional scrta Risiko yang telah 
diidentiflkasi dan diantisipasi; 

c. mema.stikan telah dilakukao tindakan perbaikan yang 
tepat dalam waktu yang cepat cerhadap sernua 
temuan dan rckomendasi SP!; 

d. mernastikan kepala SP! memiliki sumber daya sorta 
anggaran yang diperlukan unruk menjalankan tugas 
dan fungsi sesuai dengan reucana audit tahunan, 
sesuai kemampuan keuangan perusahaan; dan 



- 15 - 

e. melaksanakan fungsi Audit Intern Iainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan/ atau kcpurusan RUPS/ Pernilik 
Modal. 

(4) Dalam pelaksanaan fungsi Tara Kelola Tcrintcgrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, Direksi 
memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab: 
a. menyusun kebijakan Tata Ketola Terintcgrasi; 
b. meng:arahkan, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; 

c. menindaklanjuti arahan a-tau nasihat Dekorn atau 
Dcwas dalarn rangka penyernpurnaan kebijakan Tata 
Kelola Terintegrasr; dan 

d. melaksanakan fu.ngsi Audit Intern lainnya sesuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan/ atau kepurusan RlJPS/ Pemilik 
Modal. 

Pasal 15 

Komite Audit scbagai organ pengetota Risiko di bawah Dekom 
atau Dewas scbagalrnana dimaksud dalam Pasal 12 nurur c 
memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugaa dan 
tangguug jawab: 
a. mengakses seluruh inforrnasi yang relevao t.ent.ang 

BUMN terkait dengan tugas dan fungsi Komite Audit; 

b. memantau dan mengkaii efektivitas pelaksa.naan Audit 
Intern dan audit ekstcm; 

c, mernastikan objektifitas dan independensi auditor 
internal dan auditor eksternal; 

d. memastikan kredibilitas dan objektivicas laporan 
keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak 
eksternal dan badan pengawas. termasuk 
pcnindaklanjutan keluhan dan/ atau catatan 
ketidakwajaran terhadap laporan selama periode 
pengkajian Komire Audit; 

e. memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan 
yang diaudit olch auditor eksternal; 

f. memastikan SP! melaku.kan komunikasi dengan 
Direksi, Dekom atau Dewas, dan auditor eksternal;s 

g. mcmberikan rekornendasi kepada Dekom at.au Dew-as 
rerkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan 
anggaran SP!; 
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h. memnjau laporan audit dan bersama Dekom atau 
Dcwas memastikan Direksi mengambil tindakan 
perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk 
mengatasi kclemahan pengcndalian, kecurangan 
(fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan 
peraturan pcrundang .. undangan atau masalah lain yang 
diidentifikasl dan dilaporkan oleh SP!; 

1_ mengevaluasi kinerja SPI;. 

j. memaetikan SPI menjunjung tlnggi integritas dalam 
pelaksanaan rugas: 

k. memberikan rekomendasi kepada Dekom atau Dewas 
terkait pemberian remunerasi tahunan SPJ secara 
keseluruhan sorta penghargaan kinerja; 

L melaku.kan pemaruauan dan evaluasi atas kesesuaian 
penerapan kebijakan keuangan dan Audit lnu:m BUMN 
induk maupun Anak Perusahaan; dan 

m. memberikan rekornendasi kepada Dekom atau Dewas 
atas ha! yang mendukung efeknvitas dan akurasi proses 
pclaporan keuangan dan kesesuaian aruara kebijaka.n 
Audit Intern BUMN Jnduk dan Audit Intern Ane.k 
Perusebaan. 

Pasal 17 
\l) Komite Pernantau Risiko sebagai organ pengelola Risiko 

di bawah Dekom atau Dewas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d memiliki fungsi Manajernen 
Risiko dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab: 

a. mengakses seluruh infonnasi yang retevan tentang 
BUMN terkait dcngan tugas dan fungsi Komite 
Pemantau Rtsiko, 

b. melakukan komunikasl dengan kepala unit kerja clan 
pihak Jain dalam BUMN untuk rnemperolch informasi, 
klarifi.kasi serta merninta dokurnen dan laporan yang 
dipcrlukan; 

(2) Dalam pclaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, 
Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang, tugas dan 
tanggung jawab: 

a. melakukan pemantauan clan penelaahan terhadap 
Iaporan Manajemen Risiko, dan laporan lainnya 
terkait penerapan Manajemen Risiko baik BUMN 
J nduk maupun Anak Perusahaan: 
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b. mclakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian 
penerapan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Jnduk 
maupun Anak Perusahaan; dan 

c. memberikan rekomendasi kepada Dekom atau Dewas 
atas hal yang mendukung efektivitas pcnerapan 
Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebije.kan 
Manajemen Risiko BUMN lnduk dan Manajemen 
Risiko Anak Perusahaan. 

Pasal 18 

Komite 'teta Kelola Terintegrasi sebagai organ pengelola, 
Risiko di bawab Dekom atau oewas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e memiliki fungsi Tata Kelola 
Terintegrasi dengan wewenang, t\.Jgas dan tanggung jawab: 

a. rnelakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kclola 
Terintegrasi, paling sedikit rnelalui penilaian kecukupan 
pengendalian internal dan petaksanaan Iungsi 
keparuhan secara terintegrasi; 

Dewas 
Kelola 

kepada Dekom atau 
keoijakan Tat, 

b. memberikan rekomendasi 
untuk penyernpurnaan 
'Terinregrasf dan 

c. mela.kukan komunikasi dengan unit kerja untuk f\mgsi 
antara lain Audit Intern. hukum dan keparuhan, 
keuangan dan Manajemen Risik.o, sumber daya 
manusia dan aspek fungsi opcrasicnal usaha yang 
diperlukan, u.:ntuk mcmpcroleh infcrmasi, klarifikasi 
serta merninta Iaporan yang diperJukan sccara 
terintegrasi. 

Pasal 19 

Direktur yang mcmbidangi pengeloiaa.n Risiko sebagai organ 
pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal !2 
huruf f memiliki wewenang, rugas dan tanggung jawab: 
a. melaksanakan pengurusan Bln.rn sesuai bidang 

pcngelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan pera.turan 
perundang-undaogan, anggaran dasar dan/atau 
keputusan RUPS/Pemilik Modal; 

b. melaksanakan pcnetapan srrategi dan kebijakan bidang 
pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya 
dcngan rnemperhatikan visi, etrategi dan kcbijakan 
BU?,fN yang telah ditetapkan; 

c. mclaksanakan penyusunan dan penetapan rencana 
kerja, rencana pengernbangan dan sumber day-a 
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manusia di bidang pengelolaan Risiko yang rnenjadi 
tanggung jawabnya untuk kepentingan 8UMN dalam 
mencapai rnaksud dan rujuan Perusahaan; 

d. melaksanakan koordinasi dan mernberikan arahan 
pelaksanaan prinsip Tam Kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance); 

e. melaksanakan penetapan tangkah yang diperlukan 
untuk memastikan BUMN telah mcmenuhi seluruh 
peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga 
agar kegiatan usaha BUMN tidak menyimpang dari 
peraruran pen.tndangan; 

f. melaksanakan pernantauan dan menjaga kepatuhan 
BUMN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang 
dibuat oleh BUMN kepada pihak ekstemal; 

g. melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga 
BUMN memiliki kebijakan, prosedur dan rnetode yang 
handal dalam menerapkan pengelolaan Risiko; dart 

h. melaksanakan monitoring kepatuhan dan pengawasan 
melekat pada semua unit kerja organisasi oengelolaan 
Risiko, 

Pasal 20 
Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan sebagai 
organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf g memiliki wewenang, tuga.s dan tanggung jawab: 
a. melaksanakan pengurusan BUMl'I di bidang 

pengelolaan keuangan sesuei dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangen, anggaran dasar 
dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal; 

b. melaksanakan penetapan stratcgi clan kebijakan unit 
l<e,ja dan Anak Perusahaan yang berada di bidang 
kcuangan, serta berkoordinasi dengan Direkrur lainnya; 

c. melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan 
terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan 
BUMN dan prinsip kehari-hatian; dan 

d. melaksanakan penyusunen dan penyajian Iaporan 
keuangan BUMN. 

Pasal 21 

SPI sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf h memiliki fungsi Audit Intern dengan 
wewenang, tugas dan tanggungjawab: 
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a. mcngakses seturuh infcrmasi yang relevan tentang 
BUMN terkait dengan tugas dan fungsi SP!; 

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan 
Direksi, Dekom atau Dewas, dan Komite Audit; 

c. melakukan pcnyelenggaraan rapat secara berkala clan 
lnsidentit dengan Dlreksi, Dekom aeau Dewas, den 
Komitc Audit; 

d. mclakukan koordinasi kegiatan dengan auducr 
eksternal: 

e. mengikuti rapat yang bersifat .strategis; 

f. memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern 
sesuai dcngan standar profesional Audit Intern dan 
kode etik Audit Intern; 

g. melakukan pemilihan sumber daya maeusia yang 
kornpctcn sesuai denga.n kebutuhan dalam pelaksanaan 
tugas SP!; 

h. memasti.kan anggota SP! mengi.kuti pengembangan 
profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai 
dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan 
usaha BUMN; 

i. melal<ukan penyusunan da n pengkajian piagam Audit 
Intern secara periodik; 

J· melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan 
alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi 
pengawasan incern: 

k. memasukan pelaksanaan pengawasan intern sesuai 
dengan rencena: 

I. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur 
Utama dan Dckom atau Dewas untuk dilakukan 
tindakao perbaikan dalam wakru yang cepat; 

m. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang 
signifikan; 

n. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan 
atas temuan yang signifikan kepada Direkrur Utama 
dan Dekorn atau Dewas: 

o. menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data BUMN 
terkait dengan pelaksanaan rugas dan ta.nggi..1ng jawab 
Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan 
ketcntuan peraruran perundang-undangan dan/atau 
putusan pengadilan; 
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p. menja.ga informasi rahasia yang di_peroleh sewakru 
menjabat sesuai dengan ket-entuan peraturan 
perundang-undangan; 

q. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak 
ekstemal untuk aktivitas pengawesan intern: 
1. rerselenggaranya transfer pengetahuan amara pihak 

ekstemal kepada anggota SP! mengingat penggunaan 
jasa ahli pihak ekstern bersifat semcntara; 

2. penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi 
independensi dan objektivit.a.s fungsi SPr; dan 

3. pihak ckstemal mematuht piagam Audit Intern 
BUMN; 

r. memastikan bag! SPl BUMN lnduk: 
1. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak 

Perusahaa n; dan 

2. merumuskan prinsip Audit intern yang mencakup 
metodologi audit clan Iangkah pelaksanaan 
pengendalian mutu; 

s. melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan 
pengcndalian intern, Ma.:1.ajemcn Risiko, dan proses ta.ta 
kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan 
pcrundang-undangan dan kebijakan perusahaan; 

t. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 
dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber 
daya manusia, teknologi Inrcrmasj, dan kegiatan 
lainnya. 

Pasal 22 

(1) BUMN wajib memiliki Taksonomi Risiko BUMN da.n Anak 
'; Perusahaan sesuai dengan kebutuhan pengawatan terget 

kinerja BUMN dan Anak Perusahaan. 
(2) BUMN wajib memetakan Taksonomi Risiko Btf!l{N dan 

Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN unruk 
proses agregasi Risiko BUMN di Kementerian BUMN dan 
untuk proses integrasi Risiko Anak Perusahaan di BUMN. 

(3) Taksonomi Risiko Kernenterian BUMN, terdiri dari: 
a. tema Risiko (Tl); 

b. katcgori Risiko (T2); 
c. kclompok peristiwa Risiko agregaei (T3J; dan 
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d. matriks unruk mengukur tlogkat Risiko dari aktivitas 
bisnis atau mdikator Risiko utama (key risk 
indi�<llors), 

Pasal 23 

(l) Kebijakan Mana,iemen Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: 
a. pcnetapan Rlaiko sesuai dengan Taksonomi Risiko; 

b. penetapan strategi Risiko Terintegrasi dari Anak 
Perusahaan ke BUMN lnduk; 

c. penetapan penggunaan mecode pengukuran clan 
sistem informasi Manajemen Risiko; 

d. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko: 
e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam 

kondisi terburuk (worst case scenado); dan 

f. ha) Jain yang ditetapkan oteh Menreri. 
{2) Standar prosedur Menajernen Risiko dan penetapan limit 

Risiko disesuaikan dengao tingkat Risiko yang akan 
diambil (risk appetite}. 

(3) Standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit 
Risiko sebagaanana dimaksud pacla ayat (2) paling sedikir 
,nernuat: 

a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang 
jclas; 

b. pelaksanakan kaji ulang atau reviu terhadap prosedur 
Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara 
berkala; 

c. dokumenta.si prosedur Manajemen Risiko dan 
penetapan limit Risiko secara memadai; clan 

d. hal lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 24 

(I) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, 
pengendalian, pelaporan dan monitoring Risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 12) huruJ c 
berdasarkan: 
a. sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat wakru; 

dan 



· 22 • 

b. laporan yang akurat dan informadf mengenai kondisi 
keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur 
Risiko. 

(2) Dalam rangka melaksanakan proses idcntifikasi Risiko, 
BUMN melakukan analisis paling sedikit lerhadap: 

a. karakteristik Risiko yang melekat pada BUMN; dan 
b, Risiko dari kegiatan usaha BUMN. 

i3) Dalam rangka mclaksanakan pengukuran Risiko, BUJ>,,IN 
paling sedikit mclakukan: 

a. evaluasi eecara berkala terhadap kcsesuaian asumei, 
sumber data, dan prosedur yang digunakan unruk 
mengukur Risiko; 

b. penycmpurnaan terhadap sistcm pengu kuran Risiko 
dalam haJ terdapat perubahan kegiatan usaha dan 
faktor Risiko yang bersifat material; dan 

c. penyesuaian terhadap pengukuran Risiko agregasi 
kepada Kementerian BUMN; 

(4) Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BUMN 
paling sedikit: 

a. menyusun rnetode pengendalian Risiko atas Risiko 
yang dapa, mem.bahayakan kelangsungan usahe 
BUMN; dan 

b. mengendalikan Ristkc sesuai dengan ekspcsur Riaikc 
maupun ringkat Risiko yang diambil {risk appetise] dan 
toJera.osi Rteiko. 

(5) Direksi we.jib melakukan idemitikasi, p.engukuran, dan 
pengendalian Risiko dengan menggunakan metode yang 
dipilih oleh Direksi. 

(61 Pcmilihan mctodc idenuflkast, pengukuran, dan 
pengendalian Risiko sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(5), dilakukan dengan mernpertimbengkan karakterisuk 
masing-rnasing BUMN. 

(71 Sistern informasi Manajemen Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit 
mengcnai: 
a. ekspcsur Risiko, 

b. kebijakan dan stnndar prcsedur Manajcmcn Risiko 
serta limit Risiko; dan 

c. realisasi pelaksanaan Manajemen. Risiko 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan. 
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Pasal 25 

(1) BUMN wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern 
secara efektif. 

(2) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat /l) bertujuan: 

a. menjaga dan mengrunankan aset BUMN; 

b. menjarnin tersedianya mforrnasi dan laporan 
keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tcpat 
guna, dan tepat wakru: 

c. tneningkatkan kcpatuhan terhadap peraturan dan 
peruudang-undangan serta kebijakan dan ketenruan 
intern BUMNt 

d. mengurangi dampak keuangan atau dampa.k 
kerugian, penyimpangan termasuk fraud, dan 
pelanggaran aspek kehati-hatian; 

e, meningkatkan efektivitas organisasi can 
meningkatkan eflsiensi biaya; dan 

r. mcningkatka.n efektivitas budaya Risiko pada 
organisasi BUMN secara menyeluruh. 

(3} Sistem Pengendalian Intern dalarn penerapan Manajemen 
Risiko paling sedikit mencakup: 

a.. kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan jenis 
dan tingkat Risiko yang rnelekat pada kegiatan usaha 
BUMN; 

b. penetapan wewenang dan tanggung jawab unruk 
pcmantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur 
Manajernen Risiko, serta penetapan limit Risiko; 

c. penetapan jsJur pelaporan dan pemisahan fungsi yang 
jeias dari lini pertama kepada lini kedua: 

d, strukrur organisasi yang menggambarkan secara jelas 
kegiatan usaha BurvIN: 

e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang 
akurat clan tepa t waktu i 

f. kccukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan 
BUMN terhadap ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

g. kaji ulang atau reviu yang efekt.i(, independen dan 
obyektif tcrhadap prosedur penilaian kegiatan 
operasional BUMN; 

h. pengujian dan kaji ulang atau reviu yang memadai 
tcrhadap sistem informaei Manajcmen Risiko: 
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1. dokurnentasi secara lcngkap dan memadai terhadap 
prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, 
serta tanggapan Direksi terhadap basil audit; dan 

j. verifikasi dan kaji ulang atau reviu secars berkala dan 
berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan 
BUMN yang bersjfat material den tindakan Direksi 
uatuk memperbaiki pcnyimpangan yang terjadL 

sxs m 
PERENCANAAN, PENERAPAN, MONl'l'ORINC DAN EVALUASI 

MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 26 
{l) Untuk melaksanakan Peraruran Menteri ml, Direkei 

dan/ atau Dckom a tau Dewas BUMN wajib menyusun 
dan/ atau rnenyesuaikan pedoman internal, struktur 
organisasi dan fungsi serta organ pengelola Risiko sesuai 
dengan karakter+stik perusahaan dan batas 
kewenangannya. 

(2) Pedoman internal sebagaimana dimaksuo pada ayat ( l ), 
pa.ling kurang meliputi; 
a. Piagam Dekom atau Dewa.s: 

b. Piagam Direksi: 
c. Piagam Manajernen Ristko; 
d, Piagam Audit Intern; 

e, tata hubungan Dekom atau Dewas Bill,{N Jnduk clan 
Dekorn Anak Perusahaan; dan 

f. peraturan pelaksanaan perusahaan lainnya, 
(31 Penyusunan dan/ a tau penyesuaian kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!), harus telah 
diselesaikan paling lama l (satu] tahu n terhitung scjak 
Peraruran Mentcri ini diundangkan. 

(4) Dalam ha! BUMN odak menyusun dan melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Ill dalam 
waktu I [satu] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(31, BUMN wajib mernberikan pcnjelasan atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban sebagahnana dimaksud pada 
ayat (1). 

(5) Penjelasan atas tidak dilaksanakannya ke.,.•ajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayar (4) paling sedikit 
memuat pcnycbab dan rencana pemenuhan dan/ atau 
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penyesuaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) 

Pasal 27 
Direksi wajib menyusun perencanaan Manajemen Risiko 
yang menjadi saru kesaruan dengan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusabaan (RKAP) yang dituangkan dalam bab 
tersendiri, paling sedikit memuat: 
a. profil Risiko; 
b. peta Risiko: 
c. target perhirungan Risiko inheren dan Risiko residual; 

dan 
d. rencana pclaksanaan mitigasi Risiko da.n anggaran 

biaya. 

Pasal 28 
(l) Menteri bcrwenang melakukan monitoring dan evaluasi 

penerapan Manajemen Risiko di BUMN. 

(2) Wewenang Menteri dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi penerapan Manajcmcn Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleb Deputi 
berdasarkan ketentuan pcraruran perundang-undangan. 

Pasal 29 

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Risilco 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 digunakan sebagai 
bagian dari bahan evaluasi kinerja BUMN. 

BAB IV 

PELAPOR..\N MANAJEMEN RIS!KO 

Pasai 30 
(l} Direksi wajib menyusun dan rnenyampaikan taporan 

Manajemen Risiko. 

(2} Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimak.sud pada 
ayat (I J terdiri dari: 
a. laporan penerapan Manajemen Risiko; 

b, laporan Audit Intern; dan 

c. laporan Tata Kelola Terintegrasi, 
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{3) Laporan penerapan Manajemcn Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. laporan pemantauan Risiko, paling sedikit memuat: 
I. profil Risiko; 

2. pcta Risiko; 

3. realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko 
residual; 

4. realisasi pelaksanaan mitigaai dan biaya; 
5. ikhtisar perubahan Risiko; dan 

6. catatan kejadian kerugian (loss euem database). 

b. laporan Manajemen Risiko Insidental apabila terdapat 
kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan 
kerugian luar biasa atau terhentinya proses bienis 
perusahaan. 

(4) Laporan Audie Intern sebagaimana dimaksud pads ayat 
(21 huruf b cerdiri dari: 

a. laporan Audit Intern, paling sedikit rnemuar: 

l. laporan pelaksanaan clan pokok hasil Audit Intern; 

2. laporan tindak lanjut auditor internal, auditor 
eksternal dan otoritas pengawas lainnya; dan 

3. laporan khusus mengena.i sctiap temuan Audit 
Intern yang diperklrakan dapat mernbahayakan 
kelangsungan usaha BUMN. 

b. laporan hasil kaji ulang pihak ekstemal yang 
independen (Quality Assurance Reui<>W) setiap 3 (tiga) 
tahun sekali; dan 

c. Japoran 'pengangkatan atau pemberhcntian Kepale 
SP!, jika ada. 

(5) Laporan Tata Kelola Terintegrasi sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c paling sedikit mcmuat: 

a. struktur Ta,a Keio la Terintegrasi; 

b. proses Tata Kelola Terintegrasi: dan 

c. hasil Tata Kelola Terintegrasi. 

(61 Deputi melakukan reviu, analisa, dan l<oordinasi dcngan 
Pcjabat Pimpinan Tinggi Madya terkait alas laporan 
Manajemen Risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Laporan Manajemcn Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) menjadi satu kesaruan dengan laporan berkala 
triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang 
dirua,ngkan dalam bab tersendiri. 
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(8) Laporan berkala triwu!anan dan Japoran tahunan kinetja 
BUMN sebagannana dimaksud 9ada ayat (7) 
ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh Dekom 
atau Dewas. 

(9) Deputi dapat meminta Dekom atau Dewas dan/ a tau 
Direksi dan/atatJ Kepala SP! memaparkan basil 
pelaksanaan 11anajemcn Risiko secara berkala setiap 
rriwulanan. 

Pasal 31 
Dircksi dan/ atau Dekom aeau Dewas, yang tidak 
melaksanakan ketentuan yang diatur daJe,m Pcraturan 
Menteri ini d.ikcnai sanksi sesuai kewenangan Menreri 
berdasa.rka.n ketcntuan pera.tu.ran perw1dang-undangan. 

Pasal 32 
Ketentuan mengenai: 

a. ringkat kematangan Risiko BUMN ecbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5; 

b. Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan ka.t.egori BUMN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 

c. kriteria ukuran dan kompleksitas BU:\.!N sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10; 

d. penempaian BUMN dalam kuadran klasifikasi Risiko 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10; 

e. kuelifikasl organ pengelola Risiko scbagarmana 
dimaksud dalam Pasal 12; 

f. taksonomi Risiko Kementerisn BUMN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22; 

g. pelaporan Manajeroen Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30; 

ditetapkan o!eb Menteri. 

BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 33 

(1) Bagi Perscro/Perseroan Terbatas yang tidak semua 
saharnnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menten in! 
diberlakukan secara langsung oleh Direksi atau melalui 
pengukuhan dalam RUPS Perse.rojPcrseroan Terbatas 
yang bersangkutan, 
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(2) Bagi Persero Tcrbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan 
secare langsung oleh Dircksi atau melalui pcngukuhan 
dalam RUPS Perserc Terbuka yang bersangkutan, 
sepanjang tidak bertcntangan dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan di bidang pasar modal 
dan sektoral Persero Tcrbuka dimaksud. 

13) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor usaha tertenru, 
Peraruran Menteri ini berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengar keteruuan peraruran perundang­ 
undangan yang berlaku khusus di sekt.or usaha BUMN 
dimaksud. 

(4) Bagi Anak Perusahaan dapar memberlakukan Peraruran 
Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak 
Perusahaan yang bersangkutan dengan penyesuaian 
sesuai karakteristik dan kcbutuhan Anak Perusahaan. 

Pasal 34 
Pada saat Peraturan Mc:::ntcrj ini mulai berlaku: 
a. Pcraturan Memeri Badan Usaha MHik. Negara Nomor 

PER-Ol/MBU/201J tcntang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana t.clah diubah 
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milli< Negara 
Nomor PER·09/MBU/2012 tcntang Perubahan atas 
Peraturan Badan Usaha Milik Negara Komor PER­ 
OJ /MBU /2011 tentang Penerapan Tat.a Kelo!a 
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Badan Usaha Milik Negara; 

b. Keputusan Mentcri Negara Pendeyagunaan Badan Usaha 
Milik Negara Rcpublik lndonesi2/Kepala Badan Pembina 
Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-211/M­ 
PBUMN / 1999 ten tang Laporan Manajemen Perusahaan 
Sadan Usaha Milik Negara; dan 

c. Kcputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 
Indonesia Nomor KEP-10!/MBU/2002 temang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
Ba.clan Usaha Milik Negara, 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dcngan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 35 
Peraturan Mcntcri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 
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Agar setiap orang_ mengetahulnya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri in! dengan penempata .. nnya 
dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal OJ September 2022 

MENTER! BADAN USAHA M!LIK NEGARA 

REPUBL!K INDONESIA, 

tcd. 

ERICK THOH!R 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 September 2022 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERJTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 835 


